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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu diperlukan saat menyusun penelitian karena penelitian 

mendapatkan lebih banyak pengetahuan dan perspektif tentang subjek yang akan 

diteliti. Penelitian terdahulu juga berfungsi sebagai perbandingan antara penelitian 

yang akan dilakukan dan penelitian sebelumnya. 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Penulis Judul Penelitian Tahun Komparasi 

1 Rahayu Indah 

Komalasari 

Kajian Green Building 

Berdasarkan Kriteria Tepat 

Guna Lahan (Appropriate Site 

Development) pada Gedung 

Pascasarjana B Universitas 

Diponegoro Semarang 

2014 ● Pengolahan data 

menggunakan SPSS 

● Menggunakan 6 

kriteria Greenship 

2 Nanda Firnando Penilaian Kriteria Green 

Building pada Bangunan 

Gedung Rumah Sakit 

Universitas Sumatera Utara 

2015 ● Pengolahan data 

menggunakan SPSS 

● Menggunakan 

greenship Existing 

building versi 1.1 

3 Muhammad 

Dja’far Siddik 

Pengukuran Kesesuaian Kriteria 

Green Building pada Gedung 

Laboratorium CDAST 1 

Universitas Jember 

Menggunakan Perangkat 

Penilaian Greenship untuk 

Bangunan Baru Versi 1.2 

2018 ● Pengolahan data 

menggunakan SPSS 

● Menggunakan 

Greenship Existing 

building versi 1.1 

4 Irfan 

Ardiansyah 

Pengukuran Greenship New 

Building Versi 1.2 pada 

Bangunan Baru Rumah Atsiri 

Indonesia (Final Assessment) 

2018 ● GreenShip Existing 

Building Versi 1.1 

● Pengolahan data 

menggunakan SPSS 
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Tabel 2.1 Lanjutan 

5 Lala Diana Penilaian Kriteria green 

building Pada Bangunan 

Gedung Universitas 

Pembangunan Jaya Berdasarkan 

Indikasi Green Building 

Council Indonesia 

2019 ● Pengolahan data 

menggunakan SPSS 

● Menggunakan 

Greenship Existing 

Building Versi 1.1 

6 Rezi Berliana 

Yasinta 

Evaluasi Penerapan Green 

Building pada Fakultas 

Pertanian Berdasarkan 

Perangkat Penilaian Greenship 

Existing Building Versi 1.1 

2019 ● Pengolahan Data 

menggunakan SPSS 

7 Dewa Ketut 

Sudarsana 

Analisis Penerapan Greenship 

Existing Building Versi 1.1 pada 

Bangunan Gedung Umalas 

Hotel dan Residence 

2020 ● Pengolahan data 

menggunakan SPSS 

8 Apif Miptahul 

Hajji 

Penerapan Kriteria Green 

Building pada Aspek Tepat 

guna Lahan (Appropriate Site 

Development) pada Gedung 

Graha Rektorat Universitas 

Negeri Malang 

2022 ● Menggunakan 6 

kriteria green building 

● Pengolahan data 

menggunakan SPSS 

9 Dede Irwan Evaluasi Bangunan Hijau 

Berdasarkan Greenship Rating 

Tools Kriteria Indoor Health 

and Comfort 

2022 ● Menggunakan 6 

kriteria Greenship 

● Pengolahan data 

menggunakan SPSS 

10 Hanatatur 

Adeswastoto 

Analisis Penerapan Green 

Building Pada Bangunan 

Gedung Klinik Universitas 

Pahlawan. 

2023 ● Pengolahan Data 

menggunakan SPSS 

Sumber: Pengolahan Data Sendiri, 2024 

Perbedaan antara penelitian terdahulu tentang green building dapat terletak 

pada beberapa aspek penting, seperti area penelitian, pengelolaan data 

menggunakan SPSS, metodologi yang digunakan, serta hasil dan temuan yang 
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diperoleh. Salah satu area penelitian yang digunakan adalah di sektor perbankan. 

Penelitian di sektor perbankan akan difokuskan pada penerapan implementasi green 

building. Hal ini mencakup analisis mendalam terhadap bagaimana bank-bank 

mengintegrasikan praktik-praktik berkelanjutan dalam penerapan green building. 

Perbedaan lainya dalam penelitian terdahulu adalah menggunakan pengolahan data 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). SPSS merupakan perangkat 

lunak statistik yang memungkinkan peneliti untuk menganalisis data secara lebih 

komprehensif dan mendalam. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk 

mengidentifikasi penerapan dan penilaian green building yang diharapkan dapat 

memberikan panduan berharga bagi bank-bank lain dalam menerapkan langkah-

langkah yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, serta mempromosikan 

kesadaran akan pentingnya penerapan green building dalam industri jasa keuangan 

secara keseluruhan. 

2.2 Green Building/Bangunan Hijau 

Literatur mendefinisikan bangunan hijau di sektor konstruksi dalam banyak 

cara. Bangunan hijau adalah upaya untuk meningkatkan efisiensi bangunan dengan 

mempertimbangkan sumber daya alam dan pada saat yang sama, meningkatkan 

pemukiman manusia selama siklus hidup bangunan. International Initiative for a 

Sustainable Built Environment menyatakan bahwa bangunan hijau adalah 

bangunan yang memiliki kinerja tinggi dengan parameter kritis termasuk konsumsi 

energi dan emisi yang rendah, dampak ekologis yang rendah, dan lingkungan dalam 

ruangan yang tercapai. Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat melihat 

bahwa bangunan hijau adalah pengembangan desain bangunan berkinerja tinggi 

yang terutama mempertimbangkan penggunaan energi dan air untuk memerangi 

degradasi lingkungan, perubahan iklim, dan pengurangan sumber daya alam. 

Mendefinisikan bangunan hijau sebagai praktik untuk mengurangi dampak negatif 

terhadap bumi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan 

pembangunan ekonomi dan mengusulkan kemakmuran publik. Dari definisi 

tersebut, tujuan akhir dari bangunan hijau adalah untuk mengakomodasi konsep 

keberlanjutan dengan mengintegrasikan nilai lingkungan, sosial dan ekonomi 

bangunan dan untuk melestarikan kesejahteraan manusia untuk masa depan 

(Berawi, 2019). 
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Green Building adalah konsep bangunan yang dirancang untuk mengurangi 

dampak terhadap lingkungan. Dengan menerapkan konsep green building pada 

bangunan, diharapkan dapat mengurangi penggunaan energi, sumber daya alam, 

dan dampak pencemaran dari bangunan. Poin terbesar dalam penerapan konsep 

green building ini adalah penghematan air dan energi, serta penggunaan energi 

terbarukan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan yang semakin parah, dan 

mengurangi pembentukan limbah konstruksi (Alamsyah, 2023) 

Bangunan ramah lingkungan (green building) merupakan salah satu konsep 

untuk mendorong penggunaan pendekatan ramah lingkungan pada sektor 

konstruksi. Hal ini dapat diukur dengan menggunakan penilaian khusus seperti 

ekologi, sosial, dan ekonomi. (Kibert, 2016), menghasilkan kriteria kualitas 

komersial mulai dari pengurangan biaya siklus hidup hingga pelestarian nilai 

ekonomi. Kualitas komersial bangunan menjadi penting karena industri ini 

melibatkan investasi dan tenaga kerja yang sangat besar. Terlepas dari 

kelebihannya, pemangku kepentingan seperti pemilik dan pengembang di 

Indonesia ragu untuk menerapkan konsep tersebut ke dalam pengembangan proyek 

mereka karena biaya yang lebih tinggi dan terbatasnya pengetahuan tentang praktik 

berkelanjutan. Biaya bangunan ramah lingkungan di negara ini berkisar 10%-15% 

lebih tinggi dibandingkan bangunan konvensional (Kaisarius, 2016). Biaya 

tambahan berasal dari desain yang canggih, material ramah lingkungan, dan 

teknologi yang lebih maju. Sertifikasi Bangunan Hijau 2016 menerbitkan bangunan 

bersertifikat hijau (perak, emas, dan platinum) di Indonesia, dan hasilnya hanya 

sembilan belas bangunan baru dan sepuluh bangunan lama yang bersertifikat hijau. 

Selain itu, hanya 31 orang negara yang menyandang gelar profesional 

GREENSHIP (GBC Indonesia, 2016). 

Bangunan hijau adalah filosofi pembangunan yang menghasilkan struktur 

dan prosedur yang sadar sumber daya dan mempertimbangkan lingkungan dari 

pemilihan lokasi melalui desain konstruksi, operasi, pemeliharaan, renovasi, dan 

pembongkaran. Dari segi ekonomi, utilitas, daya tahan, dan kenyamanan, 

pendekatan ini memperluas dan melengkapi desain arsitektur. Penggunaan konsep 

bangunan hijau mempromosikan gagasan bahwa perubahan perilaku dan teknologi 
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pada bangunan dapat memberikan dampak yang signifikan dalam perang melawan 

pemanasan global (Ruhenda, 2016).  

Menurut Permen PUPR No 02-2015 bangunan hijau adalah bangunan yang 

memenuhi peraturan bangunan dan menunjukkan konservasi sumber daya yang 

dapat dihitung melalui penggunaan pedoman bangunan hijau sesuai dengan 

klasifikasi dan fungsi struktur pada setiap tahap konstruksi. 

2.2.1 Pembangunan Berkelanjutan 

Pembangunan berkelanjutan adalah konsep yang menuntut keselarasan antara 

lingkungan, sosial ekonomi dan budaya pada wilayah tersebut. Konsep ini adalah 

salah satu upaya pembangunan untuk memenuhi kebutuhan saat sekarang tetapi 

tidak memberikan pengaruh terhadap ketersediaan kebutuhan untuk generasi yang 

akan datang (Berawi, 2019). 

Keberlanjutan diartikan sebagai interaksi, kolaborasi, dan integrasi tindakan 

saat ini untuk melestarikan sumber daya alam untuk arah masa depan dan 

kebutuhan generasi mendatang. Pencarian cara berkelanjutan untuk memitigasi 

degradasi ekologi dan penghematan energi pertama kali diangkat dalam Laporan 

Brundtland oleh Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan (WCED) 

PBB pada tahun 1987, dan konferensi para pihak (COP) dimulai pada tahun 1995 

yang berlangsung hingga saat ini. Pertemuan tahunan tersebut telah menghasilkan 

kebijakan-kebijakan penting untuk memerangi permasalahan lingkungan hidup 

mulai dari Protokol Kyoto pada tahun 1997 hingga Perjanjian Paris pada tahun 2015 

(Rogelj, 2016). 

Praktik konstruksi memahami keberlanjutan sebagai cara bagi sektor 

konstruksi yang berkontribusi terhadap perlindungan lingkungan. Meskipun istilah 

keberlanjutan terus berkembang dari waktu ke waktu, konsep dasarnya terletak 

pada tiga pilar utama; aspek lingkungan, ekonomi dan sosial. Lingkungan dalam 

konstruksi berkelanjutan berkaitan dengan pengelolaan limbah, emisi, penggunaan 

energi terbarukan, bahan bebas racun, dan banyak lainnya. Mereka digunakan untuk 

mengurangi efek buruk dari aktivitas manusia dan untuk memperluas kualitas hidup 

manusia (Kibwami, 2016). 
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Gambar 2.1 Konsep Keberlanjutan 

Sumber: Kibwami, 2016 

Dari sisi ekonomi Rahadian (2016) setidaknya ada tiga alasan utama mengapa 

pembangunan ekonomi harus berkelanjutan. Pertama menyangkut alasan moral. 

Generasi kini menikmati barang dan jasa yang dihasilkan dari sumber daya alam 

dan lingkungan sehingga secara moral perlu untuk memperhatikan ketersediaan 

sumber daya alam tersebut untuk generasi mendatang. Kewajiban moral tersebut 

mencakup tidak mengekstraksi sumber daya alam yang dapat merusak lingkungan, 

yang dapat menghilangkan kesempatan bagi generasi mendatang untuk menikmati 

layanan yang sama. Kedua, menyangkut alasan ekologi, Keanekaragaman hayati 

misalnya, memiliki nilai ekologi yang sangat tinggi, oleh karena itu aktivitas 

ekonomi semestinya tidak diarahkan pada kegiatan pemanfaatan sumber daya alam 

dan lingkungan semata yang pada akhirnya dapat mengancam fungsi ekologi. 

Faktor ketiga, yang menjadi alasan perlunya memperhatikan aspek keberlanjutan 

adalah alasan ekonomi. Alasan dari sisi ekonomi memang masih terjadi perdebatan 

karena tidak diketahui apakah aktivitas ekonomi selama ini sudah atau belum 

memenuhi kriteria keberlanjutan, seperti dimensi ekonomi berkelanjutan sendiri 

cukup kompleks, sehingga sering aspek keberlanjutan dari sisi ekonomi ini hanya 

dibatasi pada pengukuran kesejahteraan antar generasi (intergenerational welfare 

maximization). 

Dalam konsep pembangunan berkelanjutan, tabrakan kebijakan yang 

mungkin dapat terjadi antara kebutuhan menggali sumberdaya alam untuk 

memerangi kemiskinan dan kebutuhan mencegah terjadinya degradasi lingkungan 

perlu dihindari serta sejauh mungkin dapat berjalan secara berimbang. 

Pembangunan berkelanjutan juga mengharuskan pemenuhan kebutuhan dasar bagi 
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masyarakat dan adanya kesempatan yang luas kepada warga masyarakat untuk 

mengejar cita-cita akan kehidupan yang lebih baik dengan tanpa mengorbankan 

generasi yang akan datang (Rahadian, 2016). 

Pengembangan konsep pembangunan yang berkelanjutan perlu 

mempertimbangkan kebutuhan yang wajar secara sosial dan kultural, 

menyebarluaskan nilai-nilai yang menciptakan standar konsumsi yang berbeda 

dalam batas kemampuan lingkungan, serta secara wajar semua orang mampu 

mencita-citakannya. Namun demikian ada kecenderungan bahwa pemenuhan 

kebutuhan tersebut akan tergantung pada kebutuhan dalam mewujudkan 

pertumbuhan ekonomi ataupun kebutuhan produksi pada skala maksimum. 

Pembangunan berkelanjutan jelas mensyaratkan pertumbuhan ekonomi ditempat 

yang kebutuhan utamanya belum bisa konsisten dengan pertumbuhan ekonomi, 

asalkan isi pertumbuhan mencerminkan prinsip-prinsip keberlanjutan. Akan tetapi 

kenyataannya aktivitas produksi yang tinggi dapat saja terjadi bersamaan dengan 

kemelaratan yang tersebar luas. Kondisi ini dapat membahayakan lingkungan. Jadi 

pembangunan berkelanjutan mensyaratkan masyarakat terpenuhi kebutuhan 

dengan cara meningkatkan potensi produksi mereka dan sekaligus menjamin 

kesempatan yang sama semua orang (Rahadian, 2016). 

Konstruksi berkelanjutan terkait dengan desain yang secara bijak 

mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan. Hal ini bertujuan untuk 

meminimalkan dampak negatif dengan meningkatkan efisiensi dan menerapkan 

material, energi dan pengaturan ruang yang dipilih. Karena bangunan yang akan 

dibentuk hari ini akan mempengaruhi perkembangan di masa depan, kesadaran 

akan keberlanjutan harus segera dipupuk. Hal ini membutuhkan komitmen dari 

pemangku kepentingan terkait dalam tahap perencanaan proyek bangunan. 

Penggunaan energi terbarukan, teknologi modern dan ramah lingkungan harus 

diintegrasikan ke dalam praktik penyusunan proyek (Berawi, 2019). 

Aspek penting dalam penerapan pembangunan berkelanjutan salah satunya 

adalah proses konstruksi berkelanjutan dengan memperhatikan penggunaan metode 

pelaksanaan serta penggunaan material efisien, tepat guna dan ramah terhadap 

lingkungan. Untuk mendukung pembangunan berkelanjutan/sustainable 

development, saat ini telah diterapkan rencana pembangunan seperti rancangan 
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bangunan hemat energi dan bangunan yang ramah terhadap lingkungan. Hal ini 

memunculkan beberapa penilaian yang dinilai mampu memenuhi predikat “green 

building”, salah satunya yang diterbitkan oleh GBCI (Green Building Council 

Indonesia). 

2.2.2 Perkembangan Green Building di Indonesia 

Merujuk pada hasil yang dilaksanakan green building di Indonesia 

diaplikasikan pada berbagai sektor kehidupan di masyarakat. Konsep green 

building diterapkan pada bangunan komersial seperti hotel, mal, bangunan sekolah, 

bangunan rumah, bangunan kesehatan seperti rumah sakit, dan kampus. Konsep 

green menjadi landasan bagi pembangunan gedung hijau untuk mewujudkan tujuan 

pembangunan berkelanjutan (Widiarsa, 2021). 

Pemerintah, pihak swasta, bahkan masyarakat telah menerapkan aspek-aspek 

green building pada bangunan, baik privat seperti rumah maupun bangunan untuk 

publik seperti perpustakaan, rumah sakit, dan sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa 

ke depan, green building dapat diintegrasikan antar bangunan dalam suatu wilayah 

dalam lingkup kawasan yang lebih luas, misalnya greencity. Bangunan hijau tidak 

hanya diterapkan secara parsial, melainkan terintegrasi sehingga membentuk suatu 

kota yang menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan. 

Penerapan konsep green building banyak dilakukan oleh sektor pemerintahan 

dalam hal ini meliputi bangunan rumah sakit, sekolah/universitas dan kantor 

pemerintah dibandingkan dengan non pemerintah/swasta dalam hal ini meliputi 

gedung hotel, mall, perusahaan swasta hingga bangunan rumah. Perlunya 

sosialisasi kepada masyarakat dan lembaga swasta tentang pentingnya peran green 

building sebagai penghematan energi sehingga penerapan green building 

diaplikasikan ke lembaga swasta dan masyarakat.  

Bangunan hijau sebagai strategi mewujudkan pembangunan berkelanjutan di 

Indonesia harus mampu memenuhi berbagai sektor dalam kehidupan masyarakat, 

mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga sosial. Pada masa mendatang, 

ekosistem di daerah pedesaan maupun perkotaan harus saling terintegrasi dan 

mampu mengatasi perubahan iklim. Sumber daya manusia, infrastruktur, dan 

teknologi komunikasi diproyeksikan menjadi sektor investasi yang dikembangkan. 

Anak-anak di daerah pedalaman seperti Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara harus 
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sudah dapat merasakan standar hidup yang sama dengan di Jawa, Bali, atau 

Sumatra.  

Perjanjian antara Pemerintah Indonesia dan Global Green Growth Institute 

tentang Kantor Global Green Growth Institute di Indonesia telah menerapkan 

Program Green Growth Assessment Process (GGAP) yakni program yang digagas 

untuk mempercepat pembangunan hijau di Indonesia. Program ini 

mengimplementasikan indikator-indikator pada setiap level proyek, sektor, 

wilayah, provinsi, dan nasional untuk menunjang prioritas kebijakan pembangunan 

hijau (Widiarsa, 2021). 

Semenjak disahkannya pada tahun 2012, Program Green Growth Assessment 

Indonesia bercita cita menjadi negara berpenghasilan tinggi pada 2030 dengan 

mendorong pertumbuhan hijau di Indonesia yang mengakui nilai modal alam, 

meningkatkan ketahanan, membangun perekonomian lokal, yang bersifat inklusif 

dan adil di tiga sektor prioritas yaitu energi berkelanjutan dan infrastruktur 

berkelanjutan dalam konteks Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan hasil akhir 

seluruh jajaran institusi pemerintah yang memiliki kapasitas untuk menjalankan dan 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi hijau dan aliran investasi hijau yang 

meningkat di sektor prioritas, yang inklusif dan dapat mengurangi emisi serta 

memastikan ekosistem yang lebih sehat dan produktif. Upaya yang telah dilakukan 

untuk mewujudkan lingkungan hijau yang berkelanjutan di Indonesia, yakni dengan 

melaksanakan pembangunan yang memanfaatkan material rendah-karbon, sumber 

daya terbarukan, dan tidak merusak lingkungan atau kekayaan alam. Empat sektor 

yang dapat ditumbuhkan dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan 

melalui bangunan hijau (Hartati, 2021). 

Tabel 2.2 20 Bangunan Sertifikasi Sejak 2013 hingga 2018 

No Nama Gedung Lokasi /Kota Peringkat Jenis Gedung 
Sertifikasi 

Greenship 

1 AIA Central 
Jakarta 

Selatan 
Gold 

Swasta/ 

Perkantoran 
New Building 

2 
Gedung 

Taraskata 
Jakarta Timur Gold 

Perkantoran & 

Hotel 
New Building 

3 
United Tractors 

Head Office 
Jakarta Platinum 

Swasta/ 

Perkantoran 
New Building 
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    Tabel 2.2 Lanjutan 

4 
Dusaspun 

Gunung Putri 
Bogor Platinum 

Hotel/ 

Perkantoran 
New Building 

5 PT AIA Financial Jakarta Platinum Swasta Interior Space 

6 

Distribution 

Center the Body 

Shop Indonesia 

Jakarta Utara Gold Perkantoran New Building 

7 Gedung Waskita Jakarta Timur Gold 
Pemerintah/ 

Perkantoran 

Existing 

Building 

8 
Santa FE 

Indonesia 
Jakarta Gold Perkantoran New Building 

9 Head Office Jakarta Gold Swasta 
Existing 

Building 

10 
Green Office 

Park 6 
Tanggeran Gold Perkantoran New Building 

11 Wisma Subyanto Jakarta Timur Silver Pemerintah New Building 

12 

Main Office 

Building PT 

Holcim Indonesia 

Tuban 

Tuban, Jawa 

Timur 
Gold Perkantoran New Building 

13 Alamanda Tower 
Jakarta 

Selatan 
Gold Swasta New Building 

14 
PT L'oreal 

Indonesia 
Jakarta Platinum Swasta Interior Space 

15 
Gedung Pacific 

Place 
Jakarta Platinum Mall 

Existing 

Building 

16 
Kantor Bank 

Indonesia Solo 
Solo Gold 

Pemerintah/ 

Perkantoran 
New Building 

17 Kementrian PU Jakarta Platinum 
Pemerintah/ 

Perkantoran 
New Building 

18 
Graha 

Telkomsigma 
Jakarta Gold 

Pemerintah/ 

Perkantoran 

Existing 

Building 

19 

Gedung 

Sampoerna 

Strategic Square 

PT Buana Sakti, 

Jakarta 

Jakarta Gold 
Swasta/ 

Perkantoran 

Existing 

Building 

20 
Menara BCA PT 

Grand Indonesia 
Jakarta Platinum 

Pemerintah/ 

Perkantoran 

Existing 

Building 

    Sumber: Widiarsa, 2021 
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Berdasarkan Tabel 2.2 menyatakan bahwa sertifikasi bangunan hijau dari 

tahun 2013 hingga 2018 masih dalam sekitaran daerah ibukota Jakarta, hal tersebut 

dikarenakan adanya Pergub DKI Jakarta No 38 Tahun 2012 tentang Bangunan 

Gedung Hijau yang mengharuskan bangunan milik swasta maupun pemerintahan 

harus memenuhi persyaratan bangunan hijau. Peraturan tersebut belum 

diberlakukan secara nasional. Tabel 2.2 menunjukan bahwa kebanyakan gedung 

hijau di daerah jakarta didominasi oleh bangunan milik swasta yang telah 

tersertifikasi hingga 2018 sebanyak 15 gedung milik swasta dan 5 gedung milik 

pemerintah. 

Beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan mengenai pelaksanaan 

pembangunan green building di Indonesia. Berikut merupakan data tentang 

perkembangan studi mengenai green building tiap tahunnya yang didapat melalui 

Google Scholar, Research gate, Indonesia One Search, dalam penelusuran dengan 

kata kunci yakni: bangunan hijau, perkembangan berkelanjutan, regulasi 

penerapan, dan Indonesia. Studi ini menemukan sebanyak 53 buah dokumen yang 

berkaitan dengan green building di indonesia. 

 

Gambar 2.2 Perkembangan Green Building di Indonesia 

Sumber: Widiarsa, 2021 

2.2.3 Regulasi Pemerintah tentang Green Building 

Pemerintah mempunyai andil dalam menunjang berlangsungnya konsep 

green building di Indonesia. Beberapa regulasi yang diundangkan dan ditetapkan 

untuk mengatur green building di Indonesia antara lain: 

 



19 

 

 

 

a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan. 

b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi. 

c. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang 

Penghematan Energi dan Air. 

d. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 38 Tahun 2012 tentang Bangunan 

Hijau. 

e. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2010 tentang Kriteria 

dan Sertifikasi Bangunan Ramah Lingkungan. 

f. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik 

Indonesia Nomor 02/PRT/M/2015 tentang Bangunan Gedung Hijau. 

Indonesia telah bergabung menjadi anggota World Green Building Council 

(WGBC) dengan keanggotaan Green Building Council Indonesia (GBCI). Berbagai 

cara telah ditempuh oleh pemerintah untuk mendukung implementasi green 

building, antara lain melalui peraturan Gubernur, Menteri, hingga Presiden. Salah 

satunya tertuang dalam Rencana Aksi Nasional yang diluncurkan dengan berbagai 

target. Juga gagasan program bangun praja pada tahun 2002 sebagai konsep kota 

berkelanjutan sebagai langkah pemerintah untuk memfokuskan perhatian pada isu-

isu lingkungan. 

2.2.4 Perkembangan Regulasi Pemerintah tentang Green Building di 

Indonesia 

Adapun beberapa peraturan yang telah dikeluarkan Pemerintah Indonesia 

terkait perkembangan green building di Indonesia, diantaranya: 

1. Tepat Guna Lahan 

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tepat guna lahan 

adalah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan 

Perlindungan Lingkungan, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber 

Daya Air, Undang undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan 

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. 

2. Efisiensi Energi dan Refrigeran 

Perundangan yang berkaitan dengan energi, perubahan iklim dan bahan 

perusak ozon adalah Undang-undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Ratifikasi 

perubahan iklim, Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Bangunan 



20 

 

 

 

Gedung, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, Undang-undang 

Nomor 31 tahun 2009 tentang Klimatologi, Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 

1999 tentang Udara Ambien, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang 

Konservasi energi, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 Kebijakan Energi 

Nasional, Instruksi Presiden Nomor 13 tahun 2011 tentang penghematan energi dan 

air, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2006 tentang larangan Impor 

bahan yang mengandung Bahan Perusak Ozon, Peraturan Menteri Perindustrian 

Nomor 33 Tahun 2007 tentang larangan memproduksi bahan yang mengandung 

CFC, Peraturan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor 08 

Tahun 2010 tentang Sertifikasi bangunan Ramah Lingkungan, Peraturan Menteri 

ESDM Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Energi dan Peraturan Menteri 

ESDM Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penghematan Tenaga Listrik. 

3. Konservasi Air 

Beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Konservasi 

Air yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, 

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya 

Air, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2008 mengenai penghematan energi dan 

air, Undang-undang Nomor 26 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan 

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 261 Tahun 1998. 

4. Sumberdaya dan Siklus Material 

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sumber dan siklus 

material belum diakomodasi secara umum. Hal ini disebabkan karena material 

bersifat luas cakupannya. Salah satu material yang dikendalikan pemerintah adalah 

bahan perusak ozon (BPO) dengan salah satu bahannya adalah refrigeran. Oleh 

karena itu lahir beberapa peraturan perundangan yang berkaitan dengan BPO, 

seperti Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang 

perlindungan lapisan ozon, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang 

Pemanasan Global, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2006 tentang 

ketentuan impor BPO, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 33 Tahun 2007 

(larangan produksi BPO dan barang yang menggunakan BPO), Peraturan Menteri 

Kependudukan Lingkungan Hidup (KLH) Nomor 2 Tahun 2007 mengenai teknisi 

AC. Perundang-undangan yang berkaitan dengan sampah adalah Undang-undang 
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Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Pemerintah Nomor 

81 Th 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis 

Sampah Rumah Tangga, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014. 

5. Kualitas dan Kenyamanan Udara 

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kualitas udara dan 

Kenyamanan udara adalah Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan 

Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Undang-undang Nomor 28 Tahun 

2002 tentang bangunan gedung, Peraturan Pemerintah Nomor 36 tentang bangunan 

gedung Berkaitan dengan Persyaratan Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 41 

tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara, Peraturan Menteri Tenaga 

Kerja Nomor 13 Tahun 2011 Ambang batas Fisika dan Kimia Tempat Kerja, 

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 51 Tahun 1999 tentang Ambang Fisika 

lingkungan Kerja, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1405 Tahun 2002 tentang 

Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja perkantoran dan Industri, Keputusan 

Menteri Kesehatan Nomor 261 Tahun 1998 tentang Kesehatan Lingkungan Kerja. 

Selain peraturan di atas, peraturan terbaru terkait konsep bangunan hijau telah 

diterbitkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 

2021 tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau. 

 

Gambar 2.3 Perkembangan regulasi dan kebijakan pemerintah 

Sumber: Widiarsa, 2021 
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2.3 Konsep Green Building 

Dengan menerapkan konsep konstruksi hijau, diharapkan dapat mengurangi 

konsumsi energi dan dampak polusi, serta menghasilkan desain bangunan yang 

lebih ramah lingkungan. Menurut Yasinta (2019), perancangan dan desain 

"Intelligent and Green Building" harus memperhatikan hal-hal berikut ini: 

1. Pemanfaatan Material yang Berkelanjutan 

Penggunaan material bangunan yang tepat berperan penting dalam 

menghasilkan bangunan berkualitas yang ramah lingkungan. Beberapa produsen 

telah menciptakan produk inovatif yang meminimalkan kontaminasi lingkungan, 

mengurangi pemakaian sumber daya alam tak terbarukan melalui optimalisasi 

bahan baku alternatif, dan menghemat penggunaan energi secara keseluruhan. 

2. Ketertarikan dengan Ekologi Lokal 

Indonesia memiliki iklim tropis dengan kelembaban tinggi, yang mendorong 

penggunaan peralatan elektronik seperti pendingin ruangan di hunian. Penggunaan 

pendingin ruangan ini mengonsumsi energi yang cukup besar dan berdampak 

negatif terhadap lingkungan. 

3. Konservasi Energi 

Menerapkan konsep Green Building tidak perlu mengorbankan kenyamanan 

dan produktivitas akibat penggunaan produk hemat energi. Green Building 

menekankan efisiensi penggunaan energi, menciptakan lingkungan yang lebih 

sehat, melestarikan sumber daya alam, dan meningkatkan kualitas udara. 

4. Efisiensi Penggunaan Energi 

Fokus utama pemanfaatan air adalah mengembangkan sistem yang 

mengurangi penggunaan air (reduce), menggunakan kembali air untuk berbagai 

keperluan (reuse), mendaur ulang air buangan bersih (recycle), dan mengisi 

kembali air tanah (recharge). 

5. Penanganan Limbah 

Konsep ramah lingkungan kini juga mencakup sanitasi. Septic tank dengan 

penyaring biologis berbahan fiberglass dirancang dengan teknologi khusus agar 

tidak mencemari lingkungan, memiliki sistem penguraian bertahap, dilengkapi 

sistem desinfektan, hemat lahan, anti bocor, tahan korosi, mudah dan cepat 

dipasang, serta tidak membutuhkan perawatan khusus. 
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6. Memperkuat Ketertarikan dengan Alam 

Konsep Green Building berfokus pada pendekatan pembangunan yang 

selaras dengan alam sekitar, sehingga tercipta kesesuaian antara infrastruktur hasil 

rekayasa teknik dan kondisi alamiah lingkungan. Penggunaan bahan alami tanpa 

merusak lingkungan lebih diutamakan. 

7. Pemakaian Kembali atau Renovasi Bangunan 

Konsep Green Building mendorong penggunaan kembali bangunan yang ada 

dengan melakukan sedikit renovasi untuk mencapai tujuan fungsionalnya, 

dibandingkan membangun bangunan baru. Hal ini karena membangun baru 

mengonsumsi lebih banyak energi, memanfaatkan air, dan menghasilkan limbah 

serta emisi selama proses pembangunan, serta mengubah kawasan hijau menjadi 

lahan terbangun. 

2.4 Prinsip Green Building 

Menurut Massie (2018), prinsip-prinsip bangunan hijau dari Brenda dkk 

(1991) dalam buku "Green Architecture Design for Sustainable Future" adalah: 

1. Conserving Energy  

Kunci utama prinsip ini adalah memanfaatkan sumber energi yaitu energi 

matahari semaksimal mungkin dalam pengoperasian suatu gedung.  

2. Working With Climate  

Kunci utama prinsip ini adalah memanfaatkan kondisi alam, iklim, dan 

lingkungannya kedalam bentuk pengoperasian gedung.  

3. Respect For Site  

Kunci dari prinsip ini adalah perencanaan yang mengacu pada hubungan 

antara fungsi bangunan dengan lahan tempat dibangunnya bangunan tersebut. 

Hal ini dimaksudkan supaya keberadaan bangunan tersebut baik dari segi 

konstruksi, bentuk, dan pengoperasiannya tidak merusak lingkungan sekitar.  

4. Respect For User  

Kunci dari prinsip ini adalah mengutamakan kenyamanan dan kesehatan 

penghuninya. 

Pada prinsipnya, green building menerapkan suatu bangunan yang dapat 

memperhatikan penggunaan sumber daya alam, efisiensi energi dan prinsip ramah 

lingkungan dengan memperhatikan keseluruhan aspek. Hal tersebut agar bangunan 
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menggunakan material yang mudah terbarukan, mutu bangunan dan mutu dari 

kualitas udara pengguna bangunan tetap terjaga, dan memperhatikan kesehatan 

penghuninya yang berdasarkan konsep pembangunan dan kaidah berkelanjutan. 

Terdapat beberapa sistem penilaian green building di beberapa negara berikut: 

Tabel 2.3 Sistem Asesmen Green Building di Beberapa Negara 

No Nama Negara Rating System (Standar Penilaian) 

1 Afrika Selatan Green Star SA 

2 Amerika Serikat LEED/Green Globes 

3 Australia Green Star 

4 Belanda BREEAM NL, INSIDE 

5 Brasil LEED Brasil/AQUA 

6 Canada LEED Canada & GRIHA 

7 China GB ES (GB Evaluation Standard for Green 

Building) 

8 Filipina BERDE 

9 Finlandia PromisE 

10 Hong Kong BEAM Plus 

11 India IGBC Rating System & LEED India 

12 Indonesia Greenship 

13 Inggris Raya BREEAM 

14 Israel SI-5281 

15 Irlandia HPI (Home Performance Index) 

16 Italia Protocollo Itaca 

17 Jepang CASBEE 

18 Jerman DGNB 

19 Kanada LEED/Green Key Globes 

20 Kenya Green Star SA Kenya 

21 Korea Selatan GBS (Green Building System) 

22 Kolombia CASA Colombia 

23 Latvian BREEAM-LV 

24 Libanon ARZ rating system 

25 Malaysia GBI (Green Building Index) 
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Tabel 2.3 Lanjutan 

26 Meksiko CMES 

27 Norwegia BREEAM-NOR 

28 Pakistan Pakistan Green Building Guideline (PGBG) 

BD+C 

29 Perancis Care & Bio, Chantier Carbone, HQE 

30 Portugal LiderA 

31 Selandia Baru Green Star NZ 

32 Singapura Green Mark & CONQUAS 

33 Srilangka GreenSL 

34 Spanyol BREEAM-SE 

35 Swedia Citylab 

36 Swiss Swiss DGNB System 

37 Taiwan EEWH 

38 Turki CEDBIK-Konut green building certification 

system 

39 Vietnam Lotus/VGBC 

40 Uni Emirat Arab PEARL 

41 United Kingdom BREEAM 

 Sumber: Widiati, 2019 

2.5 Green Building Council Indonesia 

Green Building Council Indonesia (GBCI) merupakan sebuah organisasi 

nirlaba independen yang didirikan pada tahun 2009 oleh para profesional dan 

perusahaan terkemuka di industri bangunan di Indonesia. Misi utama GBCI adalah 

untuk mengubah pelaku pasar dan industri menjadi lebih bertanggung jawab dan 

berkelanjutan. Green Building Council Indonesia memiliki empat program utama 

yaitu Rating Development, Training and Education, Green Building Certification 

dan Stakeholder Engagement (GBCI, 2016). 

Green Building Council Indonesia (GBCI) merupakan lembaga mandiri (non 

government) dan nirlaba (non-for profit) yang berkomitmen terhadap pendidikan 

masyarakat dalam mengaplikasikan praktik-praktik terbaik lingkungan dan 

memfasilitasi transformasi industri bangunan global yang berkelanjutan. GBC 

Indonesia bertujuan untuk melakukan transformasi pasar serta diseminasi kepada 
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masyarakat dan pelaku bangunan untuk menerapkan prinsip-prinsip bangunan 

hijau, khususnya di sektor industri bangunan gedung di Indonesia. Dalam mencapai 

tujuannya, GBC Indonesia bekerjasama dengan para pelaku di sektor bangunan 

gedung, yang meliputi para profesional di bidang jasa konstruksi, kalangan industri 

sektor bangunan dan properti, pemerintah melalui sektor BUMN, institusi 12 

pendidikan & penelitian, asosiasi profesi, dan masyarakat peduli lingkungan.  

 

Gambar 2.4 Logo GBCI 

Sumber: GBC Indonesia, 2016 

GBC Indonesia merupakan anggota dari World Green Building Council 

(WGBC) yang berpusat di Toronto, Kanada. WGBC saat ini beranggotakan 94 

negara dan hanya memiliki satu GBC di setiap negara. GBC Indonesia memiliki 4 

kegiatan utama, yaitu: Transformasi pasar, Pelatihan, Sertifikasi Bangunan Hijau 

berdasarkan perangkat penilaian khas Indonesia yang disebut GREENSHIP (GBCI, 

2016). 

Green Building Council Indonesia (GBCI) memiliki 5 jenis Greenship yaitu 

Greenship Bangunan Baru untuk bangunan Gedung baru yang akan dibangun, 

Greenship Existing Building untuk bangunan Gedung eksisting yang akan 

direnovasi atau diubah, Greenship Interior Space yang digunakan khusus untuk 

penerapan greenship pada area interior bangunan Gedung, Greenship Home yang 

digunakan khusus untuk rumah tinggal, dan Greenship Neighborhood yang khusus 

mengatur untuk area kawasan. Greenship tersebut terbagi menjadi 6 (enam) 

kategori dimana masing-masing kategori terdiri atas beberapa kriteria yang 

mengandung poin nilai (credit point) dengan muatan tertentu dan akan diolah untuk 

menentukan penilaian (Hanantatur, 2023). 

2.5.1 Macam-macam Greenship Green Building Council Indonesia 

Masing-masing kategori terdiri atas beberapa kriteria yang mengandung point 

nilai (credit point) tertentu kemudian dikelompokkan sesuai dengan peringkat 
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penilaian. Menurut GBCI (2016) saat ini sudah mengeluarkan 5 jenis Greenship, 

yaitu: 

1. Greenship New Building 

Greenship for New Building (gedung baru) adalah suatu bangunan yang 

didirikan di atas suatu lahan kosong atau bangunan lama yang dibongkar dengan 

peruntukan sebagai fungsi perkantoran, pertokoan, rumah sakit, hotel, dan 

apartemen. Pertimbangan yang dilakukan dalam memilih tipe new building ini 

sebagai perangkat penilaian yang pertama kali disusun adalah karena dinilai lebih 

mudah dibandingkan dengan tipe lain seperti gedung terbangun (existing building) 

dan lain-lain. Jenis proyek yang tergolong dalam Greenship Existing Building, 

yaitu: 

a. Gedung baru pada lahan kosong 

b. Aktivitas renovasi sebesar minimal 90% bobot pekerjaan mekanikal 

elektrikal atau pekerjaan struktur, pada lahan yang telah dibangun 

c. Gedung baru pada lahan dalam suatu kawasan terpadu. proses penilaian mulai 

dari desain hingga pelaksanaan konstruksi selesai 

2. Greenship Existing Building 

Greenship for Existing Building (gedung terbangun) adalah sistem rating 

untuk sertifikasi bangunan gedung yang telah lama beroperasi minimal satu tahun 

setelah gedung selesai dibangun dengan peruntukan gedung sebagai perkantoran, 

pertokoan, apartemen, hotel, atau rumah sakit, baik pemerintah maupun swasta. 

Kompleksnya variabel yang harus dipertimbangkan dalam implementasi Green 

Building pada gedung terbangun banyak terkait dengan manajemen operasional dan 

pemeliharaan gedung. 

3. Greenship Interior Space 

Sasaran yang dituju oleh Greenship Ruang Interior adalah pihak pengguna 

yang pada umumnya merupakan suatu badan usaha berbentuk manajemen 

perusahaan penyewa dan menggunakan sebagian atau keseluruhan ruangan didalam 

gedung dengan diikuti oleh proses kegiatan fit out yang berfungsi untuk 

mengakomodasi aktivitas perusahaannya. Lingkup penilaian dari Greenship Ruang 

Interior ini juga tidak hanya sebatas aktivitas fit out semata, tetapi juga meliputi 

kebijakan pihak manajemen dalam melakukan pemilihan lokasi atau pemilihan 
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gedung serta pengelolaan yang dilakukan oleh pihak manajemen setelah aktivitas 

di dalamnya mulai beroperasi. Lingkup penilaian pada Greenship Ruang Interior 

aktivitas fit out, kebijakan pihak manajemen, serta pengelolaan oleh pihak 

manajemen setelah aktivitas di dalamnya mulai beroperasi. Greenship Ruang 

Interior dapat digunakan oleh: 

a. Tim proyek yang tidak mempunyai kontrol pada keseluruhan gedung untuk 

membuat ruang di dalam gedung yang lebih sehat dan nyaman. 

b. Pada sebagian atau keseluruhan ruangan didalam gedung, 

c. Diikuti oleh proses kegiatan fit out. 

4. Greenship Homes 

Rumah ramah lingkungan adalah rumah yang bijak dalam menggunakan 

lahan, efisien dan efektif dalam penggunaan energi, air, dan sumber daya, serta 

sehat dan aman bagi penghuni rumah. Keberlanjutan dari rumah ramah lingkungan 

harus disertai dengan perilaku ramah lingkungan oleh penghuninya. Jenis rumah 

yang dapat dilakukan penilaian: 

a. Rumah tinggal single landed, yaitu rumah hunian tunggal yang terbangun 

melekat di atas tanah 

b. Desain rumah baru, rumah terbangun (existing), dan rumah terbangun yang 

ditata kembali (redevelopment) 

c. Dapat melakukan penilaian mandiri (self assessment) untuk mengetahui 

apakah rumah atau desain rumah termasuk Green Building atau tidak. 

5. Greenship Neighbourhood 

Greenship Neighbourhood merupakan perangkat penilaian yang membantu 

mewujudkan kawasan yang berkelanjutan dan ramah bagi penggunanya, dengan 

lingkup lebih luas dari skala bangunan, melihat interaksi antara bangunan, alam dan 

manusia. Konsep keberlanjutan dalam kawasan sangat ditentukan oleh kondisi 

kawasan, bangunan, dan manusia di dalamnya. Pengembangan kawasan merupakan 

investasi jangka panjang untuk keberlanjutan kehidupan masyarakat di dalamnya. 

Dapat digunakan untuk penilaian perumahan, kawasan industri, baik skala 

kecil atau besar. 
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2.5.2 Peraturan Pembuatan Greenship 

Dalam pembuatannya, Greenship sebagai perangkat penilaian membutuhkan 

suatu acuan dan dukungan dari pemerintah. Dalam pembuatannya pun, Greenship 

menggunakan kriteria penilaian sedapat mungkin berdasarkan standard lokal baku 

seperti Undang-Undang (UU), Keputusan Presiden (Keppres), Instruksi Presiden 

(Inpres), Peraturan Menteri (Permen), Keputusan Menteri (Kepmen), dan Standar 

Nasional Indonesia (SNI). Beberapa peraturan yang menjadi acuan dalam 

pembuatan Greenship adalah: 

● Peraturan Menteri PU 30/PRT/M/2006 mengenai Pedoman Teknis Fasilitas 

dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.  

● Peraturan Menteri PU No. 5/PRT/M/2008 mengenai Ruang Terbuka Hijau 

(RTH)  

● B/277/Dep.III/LH/01/2009  

● Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2002 tentang 

Bangunan Gedung  

● UU RI No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. 

● UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup  

● Keputusan DNA (Designated National Authority) dalam B-

277/Dep.III/LH/01/2009  

● Keputusan Menteri No. 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Kotor 

Domestik  

● Permen PU No. 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis 

Bangunan Gedung  

● Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1405/MENKES/SK/XI/2002  

● UU No. 18 Tahun 2008 

2.6 Greenship Rating Tools Existing Building Versi 1.1 (EB) 

Greenship Existing Building (EB) adalah sistem sertifikasi bangunan yang 

ditujukan untuk bangunan yang dibangun. Bangunan ini telah beroperasi sejak lama 

atau setidaknya satu tahun setelah dibangun. Implementasi green building pada 

Greenship Existing Building berkaitan dengan manajemen operasional dan 

pemeliharaan gedung (GBCI, 2016). 
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Menurut GBCI (2016), Sistem sertifikasi Greenship Existing Building terdiri 

dari ketentuan Eligibility (kelayakan) dan 6 kategori penilaian yaitu:  

a. Appropriate Site Development (ASD),  

b. Energy Efficiency and Conservation (EEC),  

c. Water Conservation (WAC), 

d. Material Resources and Cycle (MRC),  

e. Indoor Health and Comfort (IHC),  

f. Building and Environmental Management (BEM).  

2.6.1 Eligibility Greenship Existing Building (EB) 

Sebelum memulai proses sertifikasi, proyek harus memenuhi ketentuan 

kelayakan (eligibility) yang ditentukan oleh GBC Indonesia. Kelayakan tersebut 

antara lain: 

1. Luas bangunan minimal 2500 m2,  

2. Kesediaan untuk menandatangani surat perjanjian yang memungkinkan 

semua data bangunan untuk dipelajari oleh GBC Indonesia dalam studi kasus,  

3. Memiliki Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL/UPL) 

yang disahkan oleh BAPEDAL,  

4. Memiliki Certificate of Acceptability to Function (CAF) yang dikeluarkan 

oleh Pemerintah Daerah. 

2.6.2 Kategori Greenship Existing Building 

Menurut Christy (2023), Greenship ini didukung oleh World Green Building 

Council dan dilaksanakan oleh Komisi Rating dari GBCI, terdiri dari 6 (enam) 

kategori dengan total kriteria prasyarat sebanyak 10 kriteria dan kriteria kredit 

sebanyak 41 kriteria. Enam kategori Greenship yang dimaksud, yaitu: 

a. Appropriate Site Development (ASD, tepat guna lahan) 

Semakin tepat pembangunan suatu kawasan, maka akan semakin kecil 

dampak negatif yang ditimbulkan. Semakin lengkap fasilitas dan infrastruktur 

dalam suatu kawasan, akan semakin mempermudah aksesibilitas dan efisiensi 

energi. Terciptanya efisiensi energi, terutama energi fosil, dapat mengakibatkan 

turunnya jejak karbon dan jejak ekologis, dan meningkatnya kualitas lingkungan 
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hidup. (GBCI, 2010) Dalam kategori ini terdapat 2 (dua) kriteria prasyarat dan 8 

(delapan) kriteria kredit bernilai maksimum 16 poin. 

b. Energy Efficiency and Conservation (EEC, efisiensi dan konservasi energi) 

Adanya kebutuhan energi yang besar dalam suatu gedung, secara tidak 

langsung akan menimbulkan emisi gas karbondioksida (CO2) dimana merupakan 

salah satu gas pembentuk efek rumah kaca. Apabila hal ini dibiarkan terus menerus, 

maka pada akhirnya akan mengakibatkan terjadinya pemanasan global. Oleh karena 

itu diperlukan upaya efisiensi dan konservasi energi yang dilakukan di dalam suatu 

gedung. (Rahayu, 2014) Dalam kategori ini terdapat 2 (dua) kriteria prasyarat dan 

7 (tujuh) kriteria kredit bernilai maksimum 36 poin. 

c. Water Conservation (WC, konservasi air) 

Sumber air dalam suatu gedung biasanya berasal dari PDAM dan air tanah. 

Apabila konsumsi air dalam gedung terus menerus dilakukan tanpa ada kegiatan 

konservasi, maka kuantitas dan kualitas air bersih akan menurun, apalagi jika yang 

digunakan sebagai sumber yaitu air tanah. Oleh karena itu, perlu adanya usaha 

konservasi air dalam suatu gedung. Hal ini dapat dilakukan dengan banyak cara, 

diantaranya dengan sumber air alternatif, pemilihan alat pengatur keluaran air dan 

penghematan penggunaan air (GBCI, 2010). Dalam kategori ini terdapat 1 (satu) 

kriteria prasyarat dan 8 (delapan) kriteria kredit bernilai maksimal 20 poin. 

d. Sumber dan Siklus Material (Material Resources and Cycle/ MRC) 

Siklus material dimulai dari tahap eksploitasi produk, pengolahan dan 

produksi, desain bangunan dan aplikasi yang efisien, hingga upaya memperpanjang 

masa akhir pakai produk material. (GBCI, 2010). Dengan adanya sumber yang jelas 

dan pengelolaan siklus material yang baik, maka 9 suatu pembangunan akan 

menjadi berkelanjutan sehingga dapat menjaga pelestarian alam. Dalam kategori 

ini terdapat 3 (tiga) kriteria prasyarat dan 5 (lima) kriteria kredit bernilai maksimum 

12 poin. 

e. Kesehatan dan Kenyamanan dalam Ruang (Indoor Health and Comfort/ IHC) 

Kualitas udara dan kenyamanan dalam ruang erat kaitannya dengan kesehatan 

penggunaan gedung, atau yang sering disebut sebagai Sick Building Syndrome 

(SBS). Keadaan ini diakibatkan kualitas udara dan kenyamanan buruk. Oleh karena 

itu, perlu adanya pengaturan dan kontrol pada kualitas udara dan kenyamanan, 
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sehingga kondisi ruangan menjadi nyaman dan dapat meningkatkan produktivitas 

kerja pengguna gedung. (GBCI, 2010). Dalam kategori ini terdapat 1 (satu) kriteria 

prasyarat dan 8 (delapan) kriteria kredit bernilai maksimal 20 poin. 

f. Building and Environment Management (BEM, manajemen bangunan 

lingkungan) 

Pengelolaan lingkungan bangunan diperlukan sejak awal gedung mulai 

direncanakan. Tujuannya untuk memudahkan dan mengarahkan desain yang 

berkonsep Green Building. Cakupan dalam kategori ini adalah pengelolaan sumber 

daya melalui rencana operasional konsep yang berkelanjutan, kejelasan informasi 

(data), dan penanganan dini yang membantu pemecahan masalah, termasuk 

manajemen sumber daya manusia dalam penerapan konsep bangunan hijau untuk 

mendukung penerapan tujuan pokok dari kategori lain. (GBCI, 2010). Dalam 

kategori ini terdapat 1 (satu) kriteria prasyarat dan 5 (lima) kriteria kredit bernilai 

maksimal 13 poin. 

2.6.3 Tingkatan Peringkat Greenship 

Untuk menciptakan sebuah bangunan yang menerapkan konsep Green 

Building, harus melalui serangkaian proses yang teliti dan terstruktur. Untuk 

bangunan yang sudah ada, perlu ditetapkan sejak awal bahwa bangunan tersebut 

akan dirancang dan dibangun sesuai dengan prinsip-prinsip Green Building. 

Greenship, sebuah sistem penilaian Green Building di Indonesia, memberikan 

empat tingkat peringkat yang menunjukkan sejauh mana bangunan tersebut 

memenuhi kriteria Green Building. Peringkat tersebut adalah Platinum, Emas, 

Perak, dan Perunggu. Peringkat yang diberikan ini mencerminkan usaha pemilik 

gedung dan timnya dalam merancang, membangun, serta mengelola bangunan agar 

ramah lingkungan dan berkelanjutan. Tingkat peringkat Greenship ini bisa dilihat 

dan dipelajari lebih lanjut pada Tabel 2.4. 

Tabel 2.4 Tingkat Peringkat Greenship 

Predikat Persentase (%) 

Platinum (Platinum) 73 

Emas (Gold) 57 

Perak (Silver) 46 

Perunggu (Bronze) 35 

Sumber: GBC Indonesia, 2016 
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2.7 Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 

SPSS merupakan salah satu sekian banyak software statistika yang telah 

dikenal luas di kalangan penggunaannya, SPSS digunakan untuk melakukan 

analisis statistika tingkat lanjut, analisis data dengan algoritma machine learning, 

analisis string, serta analisis big data yang dapat diintegrasikan untuk membangun 

platform data analisis. SPSS adalah kependekan dari Statistical Package for the 

Social Sciences. SPSS sangat populer di kalangan peneliti dan statistikawan untuk 

membantu melakukan perhitungan terkait analisis data. SPSS menyediakan library 

untuk perhitungan statistika dengan antarmuka interaktif yang menjadikannya 

sebagai software analisis data tingkat lanjut paling populer di berbagai universitas, 

instansi, dan perusahaan. Di samping masih banyak lagi software statistika lainnya 

seperti Minitab, Syastas, Microstat dan masih banyak lagi. SPSS sebagai sebuah 

tools mempunyai banyak kelebihan, terutama untuk aplikasi di bidang ilmu sosial. 

SPSS adalah aplikasi (Qomusuddin, 2021). 

SPSS dirilis pertama kali pada tahun 1998. Kemudian sejak tahun 2009 SPSS 

telah diakuisisi oleh IBM Corporation sebagai software IBM Analytic. Selanjutnya 

perangkat lunak ini disebut IBM SPSS Statistics. Software ini dikembangkan 

dengan bahasa pemrograman Java. SPSS tersedia untuk platform sistem operasi 

Microsoft Windows, Linux dan Mac OS SPSS juga dapat diintegrasikan dengan 

bahasa pemrograman R, Microsoft. NET dan Python untuk penggunaan lebih lanjut 

(Qomusuddin, 2021). 

Menurut Qomusuddin (2021), SPSS digunakan oleh berbagai universitas, 

institusi, dan perusahaan untuk melakukan analisis data. Berikut beberapa contoh 

penggunaan SPSS, yaitu: 

a. Melakukan riset pemasaran (market research). 

b. Analisis data survey atau kuesioner. 

c. Populer digunakan untuk penelitian akademik mahasiswa. 

d. Populer digunakan oleh keperluan pemerintahan seperti lembaga BPS. 

e. Data mining. 

f. Membantu untuk pengambilan keputusan suatu perusahaan. 

g. Penelitian kesehatan masyarakat. 

h. Mendokumentasikan data. 
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i. Representasi data statistik. 

j. Memprediksi suatu kejadian time series. 

2.8 Tujuan Penerapan Green Building 

Tujuan dari penerapan green building adalah untuk mengukur dan 

memastikan bahwa bangunan memenuhi standar dan praktik keberlanjutan yang 

spesifik dalam berbagai aspek seperti efisiensi energi, penggunaan air, kualitas 

lingkungan dalam ruangan, manajemen limbah, dan penggunaan bahan bangunan 

yang ramah lingkungan. Secara khusus, sub-kriteria ini dirancang untuk: 

1. Tepat Guna Lahan 

Dalam Tujuan ini menggunakan pertanyaan kuesioner dari sub kriteria pada 

Greenship Existing Building Version 1.1 sebagai berikut: 

a. Proporsi Luas & Kualitas Ruang Terbuka Hijau 

Menurut Ardiansyah (2013) Tujuannya untuk memelihara atau memperluas 

kehijauan kota untuk meningkatkan kualitas iklim mikro, mengurangi CO2 dan zat 

polutan; mencegah erosi tanah; mengurangi beban sistem drainase; menjaga 

keseimbangan neraca air bersih dan sistem air tanah. Tolok ukurnya adalah adanya 

area lansekap berupa vegetasi (softscape) yang bebas dari struktur bangunan dan 

struktur sederhana bangunan taman (hardscape) di atas permukaan tanah atau di 

bawah tanah. Perancangan bangunan memang dituntut untuk memberikan 

kontribusi terhadap perbaikan lingkungan hidup, untuk itu dalam peracangan harus 

diperhatikan: 

● Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) sesuai 

Permendagri No.1 tahun 2007 dan Permen PU No 5 tahun 2008 tentang 

Pedoman RTHKP. 

● Penanaman pohon dengan variasi vegetasi yang menyerap emisi CO2, 

menahan air dan erosi serta mendukung kehidupan satwa liar. 

b. Pembangunan / Revitalisasi Kawasan 

Tujuannya untuk menghindari pembangunan di lahan hijau dan mengindari 

pembukaan lahan baru. Menurut Ardiansyah (2013) tolok ukur dan desainnya 

adalah: 
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● Pembangunan di daerah padat harus dapat merevitalisasi kawasan agar 

RTHKP minimal 20% terpenuhi. 

● Penggunaan taman atap, pot, taman vertikal, material perkerasan (hardscape) 

yang mendukung penyerapan air. 

c. Pertamanan 

Menurut Surjana (2013) tujuannya untuk memelihara atau memperluas 

kehijauan kota untuk meningkatkan kualitas iklim mikro, mengurangi CO2 dan zat 

polutan; mencegah erosi tanah; mengurangi beban sistem drainase; menjaga 

keseimbangan neraca air bersih dan sistem air tanah. Tolok ukurnya adalah adanya 

area softscape minimal 40% dan penggunaan tanaman lokal. Perancangan yang 

dapat dilakukan adalah: 

● Penyediaan area softscape di atas permukaan tanah (termasuk taman atap, 

taman teras, taman vertikal) minimal 40% luas total lahan yang bebas dari 

bangunan taman (hardscape). 

● Penggunaan tanaman lokal (indigenous) dan budidaya lokal dalam skala 

provinsi seluas 60% luas tajuk terhadap luas lahan hijau. 

d. Kenyamanan Iklim Mikro 

Menurut Surjana (2013) tujuannya untuk meningkatkan kualitas iklim mikro 

di sekitar gedung yang mencakup kenyamanan manusia dan habitat sekitar gedung. 

Tolok ukurnya adalah digunakannya material dengan nilai albedo minimum 0,3, 

serta adanya vegetasi pelindung pedestrian. Perencana dituntut untuk menciptakan 

lingkungan perkotaan yang tidak menyebabkan urban heat island, untuk itu 

perancangan diarahakan untuk: 

● Menggunakan material atap dengan nilai albedo (daya refleksi panas 

matahari) minimum 0,3. 

● Menggunakan material non-atap dengan nilai albedo minimum 0,3. 

● Desain vegetasi (softscape) pada pedestrian utama untuk melindungi dari 

radiasi matahari, atau pelindung dari terpaan angin kencang. 

2. Efisiensi dan Konservasi Energi 

Dalam Tujuan ini menggunakan pertanyaan kuesioner dari sub kriteria pada 

Greenship Existing Building Version 1.1 sebagai berikut: 
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a. Penggunaan Sumber Energi Terbarukan On Site 

Menurut Ardiansyah (2013) tujuannya mendorong penggunaan sumber 

energi baru dan terbarukan dalam lokasi tapak bangunan. Tolok ukurnya setiap 

0,5% dari kebutuhan daya listrik gedung dipenuhi dari sumber energi terbaharukan 

diberi nilai (maksimal 5 poin). Perancangan bangunan antara lain: 

● Merancang lokasi dan/atau fasad bangunan untuk penempatan solar panel, 

dan menjadikannya sebagai elemen arsitektur. 

● Memperhitungkan beban solar panel dalam perhitungan struktur/konstruksi.  

● Jika memungkinka, dapat memanfaatkan mikro/ pikohidro sebagai sumber 

energi listrik. 

b. Kalkulasi Total Kalor (OTTV Calculation) 

Menurut Surjana (2013) tujuannya mendesain selubung bangunan untuk 

penghematan energi. Tolok ukurnya adalah adanya perhitungan OTTV (overall 

thermal transfer value) berdasarkan SNI 03-6389-2000 tentang Konservasi Energi 

Selubung Bangunan pada Bangunan Gedung. Sesuai prinsip zero energy, 

perancangan bangunan untuk mengurangi total kalor adalah: 

● Orientasi bukaan Utara-Selatan 

● Penggunaan material, insulasi dan desain konstruksi yang dapat mengurangi 

transfer panas dan konduksi, baik pada dinding, atap dan lantai. 

● Pemanfaatan softscape untuk penyaring panas 

c. Kontrol Penggunaan Listrik 

Menurut Surjana (2013) tujuannya mengontrol penggunaan listrik secara 

detail pada setiap kelompok beban dan sistem peralatan. Tolok ukurnya adalah 

adanya kWh meter untuk penggunaan listrik pada setiap kelompok beban. 

Perancangan sistem elektrikal harus ada pemisahan kelompok beban untuk: 

● Sistem tata udara 

● Sistem tata cahaya dan kotak kontak 

● Sistem beban lainnya 

d. Pengukuran Efisiensi Energi 

Menurut Surjana (2013) tujuannya adalah melakukan penghematan konsumsi 

energi melalui berbagai aplikasi langkah-langkah efisiensi energi. Model 

perhitungan dapat dipilih dari altenatif sebagai berikut: 
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● Perhitungan konsumsi energi dengan Energy modelling software dalam 

menghitung konsumsi energi di gedung baseline dan gedung designed. 

Selisih konsumsi energi dari gedung baseline dan designed merupakan 

penghematan. Untuk setiap penghematan sebesar 2,5%, yang dimulai dari 

penurunan energi sebesar 10% dari gedung baseline, mendapat nilai 1 poin 

dengan maksimum 20 poin (wajib untuk level platinum). 

● Perhitungan dengan worksheet GBCI, setiap penghematan 2% dari selisih 

antara gedung designed dan baseline mendapat nilai 1 poin. Penghematan 

mulai dihitung dari penurunan energi sebesar 10% dari gedung baseline. 

● Penghematan per komponen yang sudah ditentukandenganmemperhitungkan 

secara terpisah OTTV dari selubung bangunan dan mempertimbangkan 

pencahayaan buatan, transportasi vertikal, dan coefficient of performance 

(COP). 

3. Konservasi Air 

Dalam Tujuan ini menggunakan pertanyaan kuesioner dari sub kriteria pada 

Greenship Existing Building Version 1.1 sebagai berikut: 

a. Pemanenan Air Hujan (Rainwater Harvesting) 

Menurut Ardiansyah (2013) tujuannya adalah meminimalisasi penggunaan 

sumber air bersih dari tanah dan PDAM, untuk kebutuhan irigasi, lansekap dan 

kebutuhan lainnya. Tolok ukurnya adalah adanya tempat penyimpanan air hujan 

dengan kapasitas 50% s/d 100% dari jumlah air hujan yang jatuh di atap sesuai 

kondisi curah hujan tahunan. Perancangan bangunan, meliputi: 

● Perancangan lokasi, perhitungan curah hujan tahunan dan penyesuaian 

kapasitas tempat penyimpanan air hujan atau groundtank. 

● Perancangan talang, pipa penyalur air hujan, penyaring debu/daun, overflow 

ke peresapan / kolam dan tidak dibuang ke drainase kota. 

● Perancangan sistem mekanikal elektrikal sesuai penggunaan air hujan. Air 

hujan yang dipanen dapat dimanfaatkan langsung untuk kebutuhan air 

pemadam kebakaran, flushing, irigasi dan lansekap atau diolah menjadi air 

minum. 
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b. Penggunaan Sumber Air Alternatif 

Menurut Ardiansyah (2013) tujuannya untuk mengurangi kebutuhan air dari 

sumber utama. Tolok ukurnya adalah adanya penggunaan sumber air alternatif dari 

air kondensasi AC, air bekas wudu, air hujan; atau menggunakan teknologi untuk 

memanfaatkan air laut/air danau/air sungai sebagai air bersih untuk sanitasi atau 

kebutuhan lainnya. Perancangan bangunan meliputi: 

● Perancangan lokasi AC, sistem plumbing penyaluran air kondensasi AC, bak 

pengumpul dan integrasi dengan sistem instalasi air bersih sesuai 

pemanfaatan. 

● Perancangan sistem plumbing/drainase, bak penyaring, bak pengumpul 

termasuk sistem distribusinya sesuai pemanfaatan. 

● Perancangan talang air hujan, pipa penyalur, bak penyaring sampah/debu, bak 

pengumpul atau kolam dan sistem distribusinya sesuai pemanfaatannya.  

● Penyiapan lokasi lahan, perancangan bangunan dan sistem mekanikal 

elektrikal untuk modul instalasi pengolah air bersih sesuai dengan sistem dan 

teknologi pengolahan yang akan digunakan serta sistem distribusinya.  

● Pemanfaatan sumber air alternatif harus tetap memperhatikan efisiensi energi 

listrik. 

c. Pengolahan Air (Water Recycling) 

Tujuannya menyediakan air dari sumber daur ulang yang bersumber dari 

limbah gedung untuk mengurangi kebutuhan air dari sumber utama. Tolok ukurnya 

adalah adanya instalasi daur ulang air dengan kapasitas yang cukup untuk 

kebutuhan seluruh sistem flushing, irigasi, dan make up water cooling tower (jika 

ada). Menurut Ardiansyah (2013) perancangan bangunan meliputi: 

● Pemilihan lokasi lahan untuk modul instalasi pengolah air limbah (IPAL) 

sesuai dengan sistem dan teknologi pengolahan yang akan digunakan.  

● Perancangan IPAL termasuk sistem mekanikal dan elektrikal pada IPAL dan 

distribusi air daur ulang. 

● Kemudahan pemeliharaan dan pembuangan lumpur dari IPAL. 

d. Kalkulasi Penggunaan Air 

Menurut Surjana (2013) tujuannya untuk meningkatkan hemat pada 

penggunaan air bersih agar mengurangi beban konsumsi air bersih dan mengurangi 
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keluaran air limbah. Tolok ukurnya adalah konsumsi air bersih maksimum 80% 

dari sumber primer tanpa mengurangi jumlah kebutuhan per orang sesuai SNI 03-

7065-2005, dan untuk setiap penurunan konsumsi air bersih selanjutnya sebesar 

5%. 

4. Sumber dan Siklus Material 

Dalam Tujuan ini menggunakan pertanyaan kuesioner dari sub kriteria pada 

Greenship Existing Building Version 1.1 sebagai berikut: 

a. Penggunaan Material Bekas/Daur Ulang. 

Menurut Ardiansyah (2013) tujuannya memanfaatkan material bekas 

(reused) bangunan lama dan/atau dari tempat lain untuk mengurangi penggunaan 

bahan mentah baru, mengurangi limbah pembuangan dan memperpanjang usia 

bahan material. Tolok ukurnya adalah menggunakan kembali semua material bekas, 

baik dari bangunan lama maupun tempat lain, berupa bahan struktur utama, fasad, 

plafon, lantai, partisi, kusen, dan dinding, setara minimal 10% dari total biaya 

material. Semakin besar persentase penggunaan material penilaian bertambah. 

b. Penggunaan Material Ramah Lingkungan. 

Menurut Surjana (2013) tujuannya mengurangi jejak ekologi dari proses 

ekstraksi bahan mentah dan proses produksi material. Tolok ukurnya adalah 

penggunaan material yang memiliki sertifikat sistem manajemen lingkungan pada 

proses produksinya minimal bernilai 30% dari total biaya material, penggunaan 

material yang merupakan hasil proses daur ulang minimal bernilai 5% dari total 

biaya material, penggunaan material yang bahan baku utamanya berasal dari 

sumber daya (SD) terbarukan dengan masa panen jangka pendek (< 10 tahun) 

minimal 2% dari total biaya material. 

c. Penggunaan Material yang Tidak Merusak Ozon 

Menurut Ardiansyah (2013) tujuannya adalah menggunakan bahan yang 

tidak memiliki potensi merusak ozon. Tolok ukur dan desainnya adalah tidak 

menggunakan bahan perusak ozon pada seluruh sistem gedung. 

d. Penggunaan Material Prefabrikasi 

Tujuannya meningkatkan efisiensi dalam penggunaan material dan 

mengurangi sampah produksi. Tolok ukurnya adalah penggunaan material modular 

atau prefabrikasi (tidak termasuk equipment) sebesar 30% dari total biaya material. 
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Menurut Ardiansyah (2013) perancangan bangunan diarahkan untuk menunjang 

sistem produksi bersih (cleaner production) melalui sistem koordinasi modular 

struktur dan elemen bangunan lainnya, sistem konstruksi yang memudahkan 

pengganti an komponen bangunan, bahan bangunan yang dapat di daur 

ulang/digunakan kembali. 

5. Kesehatan dan kenyamanan dalam Ruang 

Dalam Tujuan ini menggunakan pertanyaan kuesioner dari sub kriteria pada 

Greenship Existing Building Version 1.1 sebagai berikut: 

a. Introduksi Udara Luar 

Tujuannya adalah meningkatkan kualitas udara dalam ruangan dengan 

introduksi udara luar sesuai kebutuhan laju udara untuk kesehatan penggguna 

gedung. Tolok ukurnya adalah desain ruangan yang menunjukkan adanya potensi 

introduksi udara luar minimal sesuai dengan Standar ASHRAE 62.1-2007 atau SNI 

03-6572- 2001 tentang Tata cara perancangan sistem ventilasi dan pengkondisian 

udara pada bangunan gedung. Menurut Ardiansyah (2013) perancangan ruangan 

meliputi: 

● Pendataan kondisi udara luar, arah angin lokal, suhu udara, polutan dan 

kebisingan. 

● Perhitungan kebutuhan laju udara berdasarkan fungsi kegiatan dalam ruangan 

sesuai SNI 03-6572-2001. 

● Perancangan arah bukaan, besar bukaan, pemanfaatan peralatan ventilasi 

mekanis. 

● Pemanfaatan vegetasi softscape, kolam air untuk mendukung terciptanya 

udara bersih dan nyaman. 

b. Monitoring CO2 

Menurut Surjana (2013) Tujuannya untuk memantau konsentrasi CO2 dalam 

mengatur masukan udara segar dan menjaga kesehatan pengguna bangunan. Tolok 

ukur dan desainnya adalah adanya instalasi sensor gas CO2 pada ruangan dengan 

kepadatan tinggi (< 2.3 m2 per orang), yang memiliki mekanisme untuk mengatur 

jumlah ventilasi udara luar sehingga konsentrasi C02 di dalam ruangan tidak lebih 

dari 1.000 ppm, sensor diletakkan 1,5 m di atas lantai dekat return air grille atau 

return air duct. 
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c. Kenyamanan Termal 

Tujuannya adalah menjaga kenyamanan suhu dan kelembaban udara ruangan 

yang dikondisikan tetap stabil untuk meningkatkan produktivitas pengguna gedung. 

Tolok ukur dan desainnya adalah ditetapkannya pengkondisian udara untuk kondisi 

termal ruangan secara umum pada suhu 25°C dan kelembaban relatif 60% (Surjana, 

2013) 

d. Polusi Kimia 

Tujuannya untuk mengurangi polusi udara ruang dari emisi material 

bengunan yang dapat mengganggu kesehatan dan kenyamanan pengguna gedung 

dan pekerja konstruksi. Menurut Ardiansyah (2013) tolok ukur dan desainnya 

adalah: 

● Penggunaan cat dan coating harus dari bahan yang kadar volatile organic 

compounds (VOCs) rendah, yang ditandai dengan label/sertifikasi yang 

diakui GBC Indonesia; 

● Penggunaan produk kayu komposit/ agrifiber/laminating adhesive harus dari 

produk yang memiliki kadar emisi formal dehida rendah, yang ditandai 

dengan label/sertifikasi yang diakui GBC Indonesia; 

● Penggunaan lampu, harus dari produk yang kandungan merkurinya pada 

toleransi maksimum yang disetujui GBC Indonesia. 

● Free asbestos; tidak menggunakan material yang mengandung serat asbes. 

6. Manajemen Lingkungan Bangunan 

Dalam Tujuan ini menggunakan pertanyaan kuesioner dari sub kriteria pada 

Greenship Existing Building Version 1.1 sebagai berikut: 

a. Pernyataan Pengoperasian Prinsip Green Building 

Menurut Ardiansyah (2013) tujuannya untuk mengimplementasikan prinsip 

green building saat fit out gedung. Tolok ukurnya adalah adanya surat perjanjian 

dengan penyewa gedung (tenant) untuk gedung yang disewakan atau SPO untuk 

gedung yang digunakan sendiri, yang terdiri atas: 

● Penggunaan kayu yang bersertifikat untuk material fit-out 

● Pelaksanaan pelatihan yang akan dilakukan oleh manajemen gedung 

● Pelaksanaan manajemen indoor air quality (I A Q) setelah konstruksi fit-out. 

Implementasi dalam bentuk Perjanjian Sewa (lease agreement) atau SPO. 
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Perencana membantu dalam penyusunan manajemen pemeliharaan bangunan 

gedung. 

b. Database Implementasi Green Building 

Tujuannya adalah untuk melengkapi database implementasi green building 

untuk mempertajam standar-standar dan bahan penelitian. Tolok ukurnya adalah 

diserahkannya data implementasi green building sesuai dengan form dari GBC 

Indonesia dan adanya pernyataan bahwa pemilik gedung akan menyerahkan data 

implementasi green building dari bangunannya dalam waktu 12 bulan setelah 

tanggal sertifikasi kepada GBC Indonesia dan suatu pusat data energi Indonesia 

yang akan ditentukan kemudian. Perencana membantu penyusunan kelengkapan 

data base sesuai tugas dan fungsinya (Surjana, 2013). 

c. Fasilitas atau Instalasi Pengolah Sampah 

Tujuannya untuk mendorong gerakan pemilahan sampah secara sederhana 

yang mempermudah proses daur ulang. Tolok ukurnya adalah adanya instalasi atau 

fasilitas untuk memilah dan mengumpulkan sampah sejenis sampah rumah tangga 

(UU No. 18 Tahun 2008) berdasarkan jenis organik dan anorganik (Surjana, 2013). 

d. Keterlibatan Tenaga Ahli Greenship 

Tujuannya untuk mengarahakan langkah-langkah desain suatu green building 

sejak tahap awal sehingga memudahkan tercapainya suatu desain yang memenuhi 

rating. Tolok ukurnya adalah adanya pelibatan seorang tenaga ahli yang sudah 

tersertifikasi Greenship Professional (GP), yang bertugas untuk mengarahkan 

berjalannya proyek sejak tahap perancangan desain dan sebelum pendaftaran 

sertifikasi. Dalam perancangan keterlibatan GP tidak mutlak, tetapi adanya GP 

sangat membantu pencapaian desain suatu green building (Ardiansyah, 2013).  


